
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 

selanjutnya diperbaharui kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah, salah satu bentuk reformasi otonomi daerah dalam rangka 

untuk memberdayakan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal 

tersebut dapat terlihat pada penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dijabarkan bahwasannya dalam penyelenggaraan 

QtonOmi daerah harus berorientasi pada peningkatah kesejahteraan masyarakat 

dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yanjg tumbuh dalam 

masyarakat.1, ' . 

Atmosfir desentrallsasi dari otonomi daerah adalah tonggak atau momentum 

yang baik bagi terlaksananya upaya pemberantasan, pencegahan dan 

penanggulangan maksiat yang menyeluruh, serentak, terfokus dan terkoordinasi 

karena melalui otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan 

dan tangggimg jawab untuk mengambil peran dalam urusan pemerintah yang 

bersifat pilihan, baik di tingkat propinsi maupun di kabupaten/kota meliputi 

urusan pemerintahan yang secara nyata seperti tersirat Pasal 13 UU Nomor 32 

1 Penjelasan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang. 
Pemerintahan Daerah Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. 


























































































































































